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Tentang

Pemenuhan Hak Pekerja Dalam Hal
Terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial

Pemohon . Ugan Gandar, (Pemohon I) dkk.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Frasa “belum ditetapkan” Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan . 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Frasa "belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

3. Frasa "belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Senin, 19 September 2011.
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus
Pemohon | dan Pemohon Il merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Sedangkan Pemohon Ill merupakan mantan
pekerja di PT. Total Indonesia yang perkaranya telah diputus di Pengadilan hubungan
Industrial sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali. Para Pemohon merasa bahwa hak
para pekerja untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak
mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial dalam hal ini mengenai
perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja telah dirugikan akibat adanya frasa “belum
ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 yang bersifat multitafsir.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena
permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa



“belum ditetapkan” terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Terhadap kedudukan hukum npara Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para
Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945 yang oleh para Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian konstitusional para Pemohon bersifat
spesifik dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian
dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, menurut
Mahkamabh, para Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa selama masa lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja dan
pengusaha harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003. Selain itu, berdasarkan
ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu
ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU
13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum
ditetapkan” a quo, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum
terhadap perolehan hakhak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial.
Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus
dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan
Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum
tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai
perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak
dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan
kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru
memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan
para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Frasa "belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

3. Frasa "belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan
hukum tetap;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



